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BAB III 

 

PENUTUP 
 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka kesimpulan 

yang dapat diambil adalah: 

1. Kenaikan tagihan biaya listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) 

ditinjau berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 4 

huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen ialah konsumen berhak 

atas informasi yang benar, jelas, dan jujur atas jaminan dan kondisi barang 

atau jasa yang akan dibeli. Hal ini juga selaras dengan Pasal 7 huruf b 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu pelaku usaha memiliki 

kewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur atas  

barang atau jasa yang ditawarkan. Pasal ini menjelaskan bahwa PT 

Perusahaan Listrik Negara (Persero) selaku pelaku usaha memiliki 

kewajiban untuk memberikan informasi kepada konsumen atas barang atau 

jasa yang ditawarkan, namun pada kasus ini PT Perusahaan Listrik Negara  

(Persero) tidak memberitahukan kepada konsumen mengenai tarif listrik 

perkHw dan kurang mengedukasi konsumen untuk menghitung secara 

mandiri biaya listrik yang dikonsumsi. 

2. Peran Ombudsman Republik Indonesia dalam menangani permasalahan 

kenaikan tagihan biaya listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ialah 

dengan melakukan klarifikasi secara daring dalam diskusi publik yang 

disiarkan melalui media zoom agar dapat dilihat oleh masyarakat luas 
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terutama masyarakat yang merasa dirugikan dan melaporkan kenaikan 

tagihan listrik kepada Ombudsman Republik Indonesia. Dalam diskusi 

publik ini pihak PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) menjelaskan bahwa 

tidak ada kenaikan tarif listrik perkHw seperti yang dilaporkan oleh 

masyarakat, melainkan adanya indikasi meningkatnya penggunaan listrik 

oleh masyarakat, terlebih di masa pandemi ini masyarakat Indonesia 

melakukan program WFH bagi para pekerja dan PJJ bagi para pelajar dan 

mahasiswa, adanya program ini mempengaruhi penggunaan listrik yang 

dikonsumi oleh konsumen terlebih penggunaan komputer dan perangkatnya 

juga memerlukan tenaga listrik. Pihak PT Perusahaan Listrik Negara 

(Persero) juga menjelaskan bahwa penggunaan barang-barang elektronik 

rumah tangga seperti AC, mesin cuci, dan barang elektronik lainnya apabila 

digunakan secara bersamaan maka akan meningkatkan voltage listrik secara  

drastis hal ini juga yang menjadi penyebab naiknya tagihan listrik 

masyarakat. 

Kendala yang dihadapi oleh Ombudsman Republik Indonesia selama 

melakukan pemeriksaan terhadap kenaikan tagihan listrik adalah: 

a. Tidak dapat melakukan pemeriksaan secara langsung 

 
Adanya pandemi membuat Ombudsman Republik Indonesia tidak dapat 

melakukan pemeriksaan secara langsung, melainkan harus melalui 

daring. 

b. Kebijakan baru selama masa darurat 
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Pandemi yang terjadi pada tahun 2020 juga membuat pemerintah 

menetapkan kebijakan-kebijakan darurat yang khusus diterapkan hanya 

selama masa pandemi berlangsung. 

c. Banyaknya laporan masyarakat 
 

Banyaknya laporan yang diadukan oleh masyarakat terkait 

permasalahan kenaikan tagihan biaya listrik ini juga menjadi kendala  

bagi Ombudsman Republik Indonesia karena hal ini membuat 

pemeriksaan membutuhkan waktu yang lebih lama. 

B. Saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, yang menjadi saran 

penulis adalah pihak PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebaiknya 

meningkatkan pelayanan kepada konsumen tenaga listrik yaitu memberikan 

informasi mengenai berbagai hal terkait penyediaan listrik kepada konsumen 

dan juga pemberian pelayanan pengaduan masyarakat agar lebih ditingkatkan 

lagi. Akan lebih baik jika masyarakat diberi pengetahuan lebih lanjut mengenai 

perhitungan tagihan biaya listrik yang dibebankan kepada konsumen listrik agar 

konsumen dapat menghitung penggunaan listrik setiap bulannya untuk 

meminimalisir adanya kesalahpahaman antara konsumen dengan PT 

Perusahaan Listrik Negara (Persero) selaku pelaku usaha kemudian apabila ada 

tagihan yang tidak wajar konsumen dapat dengan sigap dan tanggap 

melaporkan kepada pihak yang berwenang. 
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